
 
BUPATI SUMEDANG 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI SUMEDANG 

NOMOR 100 TAHUN 2017    

TENTANG 

TATA CARA PENYUSUNAN NILAI INDIKASI RATA-RATA, ZONA NILAI TANAH, 
DAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN 

PERKOTAAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SUMEDANG, 
 

Menimbang  : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, tertib 

administrasi dan keadilan dalam pengelolaan pajak bumi 
dan bangunan perdesaan dan perkotaan, perlu mengatur 

ketentuan tentang Nilai Indikasi Rata-rata, Zona Nilai 
Tanah, dan Nilai Jual Objek Pajak; 

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 64 ayat 3 Peraturan 
Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan 
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 

2010 tentang Pajak Daerah, sistem dan prosedur 
mengenai tata cara pengelolaan objek dan subjek Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara 
teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;  

c. bahwa berdasarkan      pertimbangan      sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Nilai 

Indikasi Rata-Rata, Zona Nilai Tanah, dan Nilai Jual 
Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 

31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2851); 

SALINAN 



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55  Tahun 2016 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5950); 

5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 

2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sumedang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2); 
 

  MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN 

NILAI INDIKASI RATA-RATA, ZONA NILAI TANAH, DAN NILAI 
JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN 

DAN PERKOTAAN. 
 

  BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
  Pasal 1 
  Dalam Peraturan Bupat ini, yang dimaksud dengan: 
   1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang. 

2. Bupati adalah Bupati Sumedang. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 
4. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah Badan 

Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang. 
5. Kecamatan adalah perangkat Daerah sebagai pelaksana 

teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja 
tertentu dan dipimpin oleh Camat. 

6. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Sumedang. 

 



7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi 
pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak 
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah. 

9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya 
disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk 

memberitahukan besarnya pajak bumi dan bangunan 
perdesaan dan perkotaan yang terutang kepada Wajib 
Pajak. 

10. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 

besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. 
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 

penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, 
penentuan besaranya pajak yang terutang sampai 
kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta 

pengawasan penyetorannya. 
12. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP, 

adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual 
beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak 

terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui 
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau 
nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.  

13. Nilai Indikasi Rata-rata yang selanjutnya disingkat NIR, 
adalah nilai pasar rata-rata yang dapat mewakili nilai 

tanah dalam suatu zona nilai tanah. 
14. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT, adalah 

zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak 
yang mempunyai suatu NIR yang dibatasi oleh batas 
penguasaan atau pemilikan objek pajak dalam satu 

wilayah administrasi Desa atau Kelurahan. 
15. Bangunan adalah kontruksi tehnik  yang ditanam atau 

dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan  
pedalaman dan/atau laut. 

 

  BAB II 
TATA CARA PENYUSUNAN NILAI INDIKASI RATA-RATA DAN 

ZONA NILAI TANAH 

 
Bagian Kesatu 

Umum 
 

Pasal 2 
Tahapan penyusunan NIR dan ZNT, terdiri dari: 
a. tahapan persiapan; dan 

b. tahapan pelaksanaan. 



 

 
Bagian Kedua 

Persiapan  
 

Pasal 3 
Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

huruf a meliputi: 
a. penyiapan peta yang diperlukan dalam penentuan NIR 

dan pembuatan ZNT meliputi: 

1.  peta wilayah; 
2.  peta Desa/Kelurahan; 

3.  peta ZNT; dan 
4.  peta blok; 

b. penyiapan data yang diperlukan meliputi: 
1. data laporan notaris atau pejabat pembuat akta tanah; 
2. data NIR dan ZNT lama; dan 

3. surat keputusan tentang klasifikasi dan penggolongan 
NJOP bumi; 

c. penyiapan data yang berhubungan dengan teknik 
penentuan nilai tanah; dan 

d. pembuatan rencana pelaksanaan dan/atau pembentukan 
tim pelaksanaan. 

 

Bagian Ketiga 
Pelaksanaan 

 
Paragraf 1 

Umum 
Pasal 4 

 

Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
huruf b meliputi: 

a. pengumpulan data; dan 
b. kompilasi data;  

 
Paragraf 2 

Pengumpulan Data 

 
Pasal 5 

(1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
huruf a adalah pengumpulan data harga jual yang 

merupakan informasi mengenai harga transaksi dan/atau 
harga penawaran tanah dan/atau Bangunan.  

(2) Sumber data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal 

dari: 
a. pejabat pembuat akta tanah atau  notaris; 

b. kepala Desa atau lurah; 
c. agen properti;  

d. penawaran penjualan properti; dan 
e. data lapangan. 

 

 
 



(3) Dalam pengumpulan data harga jual, selain 

menggunakan sumber data sebagaimana pada ayat (2) 
juga dilakukan inventarisasi nama jalan yang ada di 

setiap Desa atau Kelurahan. 
(4) Penulisan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) disesuaikan dengan standar buku penulisan nama 
jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  
(5) Dalam pengumpulan data harga jual menggunakan 

formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

 
Paragraf 3 

Kompilasi Data 
 

Pasal 6 

Tahapan kompilasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal  
4 huruf a terdiri dari: 

a. pengelompokan data;  
b. rekapitulasi data dan memplot data transaksi pada peta 

kerja ZNT: 
1. analisis penentuan nilai pasar wajar; 
2. penyesuaian terhadap waktu dan jenis data; 

3. penentuan nilai pasar tanah per meter persegi; 
4. pembuatan batas imajiner ZNT; dan 

c. analisis data penentuan NIR; dan 
d. pembuatan peta ZNT akhir. 

 
Pasal 7 

(1) Data yang terkumpul  dalam masing-masing Kelurahan 

atau Desa dikelompokan menurut: 
a. jenis penggunaan tanah dan/atau Bangunan; dan 

b. berdasarkan lokasi data. 
(2) Pengelompokan jenis penggunaan tanah dan/atau 

Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
sebagai variabel dalam menentukan nilai tanah.  

(3) Pengelompokan berdasarkan lokasi data sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk memudahkan 
dalam tahap analisa data. 

 
Pasal 8 

(1) Data yang diperoleh dimasukan dalam analisis penentuan 
nilai pasar wajar.  

(2) Nomor data yang tertulis dalam formulir untuk 

pengumpulan data harga jual harus sama persis dengan 
dalam analisis penentuan nilai pasar wajar sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) sebagai alat untuk 
mengidentifikasi lokasi data pada peta taburan data dan 

identifikasi data yang dipergunakan untuk analisis ZNT 
tertentu. 

 

 
 



Pasal 9 

Penyesuaian terhadap waktu dan jenis data dilakukan 
dengan ketentuan: 

a. penyesuaian terhadap waktu dilakukan dengan 
membandingkan transaksi  dengan keadaan per 1 Januari 

tahun pajak bersangkutan;  
b. penyesuaian terhadap waktu dilakukan dengan mengacu 

terhadap faktor yang mempengaruhi fluktuasi nilai 
properti dalam kurun waktu yang dianalisis meliputi 
keadaan pasar properti, keadaan ekonomi, tingkat inflasi, 

tingkat suku bunga dan faktor lain yang berpengaruh; 
c. penyesuaian terhadap jenis data diperlukan untuk 

memenuhi persyaratan nilai pasar wajar sebagaimana 
prinsip penilaian yang berlaku misalnya data penawaran 

yang biasanya lebih tinggi dan data hipotik yang biasanya 
lebih rendah dari transaksi jual beli. 

 

Pasal  10 
(1) Menentukan nilai pasar tanah per meter persegi untuk 

tanah kosong adalah nilai pasar dibagi luas tanah dalam 
meter persegi. 

(2) Menentukan nilai pasar tanah per meter persegi untuk 
tanah dan Bangunan adalah: 
a. menentukan nilai Bangunan dengan menggunakan 

DBKB setempat; 
b. nilai pasar dikurangi nilai Bangunan diperoleh nilai 

pasar tanah kosong untuk kemudian dibagi luas tanah 
dalam satuan meter persegi. 

 
Pasal 11 

(1) Batas imajiner dituangkan dalam konsep peta ZNT yang 

telah berisi taburan data transaksi. 
(2) Prinsip pembuatan batas imajiner ZNT adalah: 

a. mengacu pada peta ZNT lama bagi wilayah yang telah 
ada peta ZNT-nya; dan 

b. mempertimbangkan data transaksi yang telah 
dianalisis dan telah di plot pada peta kerja ZNT. 

(3) Pengelompokan blok dalam satu ZNT dengan 

mempertimbangkan: 
a. nilai pasar tanah yang hampir sama; 

b. memperoleh akses fasilitas sosial dan fasilitas umum 
yang sama; 

c. aksesibilitas yang tidak jauh berbeda; dan 
d. mempunyai potensi nilai yang sama. 

 

Pasal 12 
(1) Analisis data penentuan NIR dilakukan berdasarkan ZNT. 

(2) Data yang dianalisis untuk memperoleh NIR dalam satu 
ZNT harus memenuhi kriteria: 

a. data relatif baru; 
b. data transaksi atau penawaran yang wajar; 
c. lokasi yang relatif berdekatan; 

d. jenis penggunaan tanah atau Bangunan yang relatif 
sama; dan 



e. memperoleh fasilitas sosial dan fasilitas umum yang 

relatif sama. 
 

Pasal 13 
Penyesuaian nilai tanah dan penentuan NIR disesuaikan 

dengan ketentuan: 
a. untuk ZNT yang memiliki data transaksi lebih dari satu, 

penentuan NIR dilakukan dengan cara mengambil rata-
rata data transaksi tersebut;  

b. untuk ZNT yang hanya memiliki satu data transaksi NIR 

ditentukan dengan cara mempertimbangkan data 
transaksi ZNT yang lain yang terdekat dengan dilakukan 

proses penyesuaian seperlunya; dan  
c. untuk ZNT yang tidak memiliki data transaksi, penentuan 

NIR dapat mengacu pada NIR di ZNT lain yang terdekat 
dengan melakukan penyesuaian faktor lokasi, jenis 
penggunaan tanah. 

 
Pasal 14 

Pembuatan peta ZNT dilakukan dengan ketentuan: 
a. setelah selesai pengukuran bidang milik dalam satu Desa 

atau Kelurahan; 
b. garis batas peta ZNT dibuat mengikuti garis bidang milik 

dan tidak boleh memotong bidang milik; 

c. dalam peta ZNT dicantumkan NIR dan kode ZNT pada 
peta kerja; dan 

d. peta ZNT akhir diberi warna yang berbeda pada setiap 
garis batas ZNT. 

 
Pasal 15 

(1) Penyusunan NIR dan ZNT  dilakukan oleh tim yang 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Keputusan 
Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. 

(2) Penyusunan NIR dan ZNT  dapat dilakukan oleh pihak 
ketiga. 

 
BAB III 

LAPORAN HASIL ANALISIS DAN PENETAPAN NJOP 

 
Bagian Kesatu 

Laporan Hasil Analisis 
 

Pasal 16 
(1) Hasil penyusunan  NIR atau ZNT dituangkan dalam buku 

laporan hasil analisis NIR atau ZNT per-Desa atau 
Kelurahan. 

(2) Sistematika buku laporan hasil analisis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) memuat: 
a. halaman judul; 

b. sertifikasi nilai; 
c. lembar pengesahan; dan 

d. lampiran berupa formulir yang digunakan dan peta 
ZNT. 

 



(3) Buku laporan hasil analisis NIR atau ZNT disampaikan 

kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai 
bahan  tindak lanjut penetapan NJOP.  

 
Bagian Kedua 

Penetapan NJOP 
 

Pasal 17 
(1) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah berdasarkan buku 

laporan hasil analisis NIR atau ZNT melakukan 

pengkajian sebagai dasar pertimbangan dalam 
penyesuaian NJOP. 

(2) Berdasarkan Hasil Pengkajian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) Bupati menetapkan penyesuaian atau 

penetapan NJOP dengan Keputusan Bupati. 
 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 18 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang. 

 
 

 Ditetapkan di Sumedang 
pada tanggal 20 November 2017       

 

 BUPATI SUMEDANG, 
 

ttd 
 

EKA SETIAWAN 
 
Diundangkan di  Sumedang 
pada tanggal 20 November 2017          

   
SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN SUMEDANG, 
 

ttd 
 

ZAENAL ALIMIN 

 

 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN  2017  NOMOR 100 
Salinan Sesuai dengan Aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 
ttd 

UJANG SUTISNA 
NIP. 19730906 199303 1 001 



 



LAMPIRAN 

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 100 TAHUN 2017

TENTANG

KD

NOMOR OBYEK PAJAK

(NOP)

1. Pemilik :

2. Alamat Properti :

:

3. Nomor Tlpn :

4. Sumber Data Broker

Lurah

Pemilik

Lainnya

5. Jenis Data Jual Beli Rp.

Sewa Rp. / /

Penawaran Rp. Selama tahun bulan

Lelang Rp. / /

1. Jenis penggunaan Tanah ada bangunan Kavling siap bangun Tanah kosong Lainnya

2. Luas bumi m2 5. Bentuk Bumi Persegi Segitiga Tak beraturan

3. Lebar sisi depan m2

4. Ketinggian dari m2 6. Kedudukan Bumi Sudut Tengah Ujung Tusuk sate

    paras jalan

1. TGL. PENDATAAN/ / /

    PENILAIAN

2. NAMA PENDATA/

    PENILAI

3. NIP

4. TANDA TANGAN

FORMULIR  PENGUMPULAN  DATA  PASAR  PROPERTI

No.RegisterDT II KECPR NO. URUTBLOKKEL./DESA

Listing

V. IDENTITAS PENDATA/PENILAI

Tanggal

I. KETERANGAN  DATA  PASAR

II. KETERANGAN  BUMI

TATA CARA PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN NILAI 

INDIKASI RATA-RATA, ZONA NILAI TANAH, DAN NILAI JUAL 

OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN 

PERKOTAAN

IV. KETERANGAN LAINIII. FOTO OBJEK

Nama



Kabupaten :

Kecamatan :

Kelurahan/Desa :

NILAI PENYESUAIAN ESTIMASI NILAI KURANGI NILAI ESTIMASI NILAI BUMI LUAS ESTIMASI NILAI

TRANSAKSI JENIS DATA PER TANGGAL BANGUNAN PER TANGGAL BUMI BUMI PER 1

(Rp) (%) TRANSAKSI (Rp) (Rp) TRANSAKSI (Rp) (M2) JANUARI

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 0 0 1

2 0 0 2

3 0 0 3

4 0 0 4

5 0 0 5

6 0 0 6

7 0 0 7

8 0 0 8

9 0 0 9

10 0 0 ##

11 0 0 ##

12 0 0 ##

13 0 0 ##

14 0 0 ##

15 0 0 ##

16 #### - #### 0 0 ##

NILAI BUMI 

(Rp/M2)
ALAMAT OBYEK PAJAK

ANALISIS PENENTUAN NILAI BUMI PER M2

NOP

43

NO REGISTER
NO 

DATA

NILAI BUMI 

(Rp/M2)

PENYESUAIAN 

WAKTU (%)

Formulir 2A



KABUPATEN : FORMULIR 2B

KECAMATAN :

KELURAHAN/DESA :

Tinggi
dari

Paras
Jalan

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 213

Faktor Lain

ANALISIS PENENTUAN NILAI OBYEK ACUAN

Data Acuan Data Pembanding

Bentuk 

Bidang

Ket.
Alamat OP

No 

Data

No Kode 

ZNT
NOP

Kedudukan

Lokasi
No. 

Register

Keluasan

Lebar 

Sisi 

Depan

Jenis 

Hak

Jumlah 

Penyesuaian

Nilai 

Tanah 

Obyek 

Acuan 

(Rp/M2)

Kode 

ZNT
Alamat OP NOP

Nilai 

Tanah 

(Rp./M2) Jenis 

Penggunaan

Penyesuaian



NO

DATA SUMBER NILAI JENIS LUAS BUMI LUAS BGN LEBAR SISI TINGGI DR BENTUK KEDUDUKAN

DATA TRANSAKSI (Rp) PENGGUNAAN M2 M2 DEPAN (M) PARAS JLN (M) TANAH TANAH

1 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

ALAMAT OP JENIS DATA

Formulir Tabulasi Data Harga Jual/Data Pembanding

2

TANGGAL

TRANSAKSI

7

KETERANGAN PASAR KETERANGAN BUMI

NOP NAMA PEMILIK/WP

Formulir  2c



FORMULIR 3A

Kabupaten : Kode  ZNT        :

Kecamatan : Nama Jalan   :

Kelurahan  :

Nilai 

Per 

Rp

1 2 3 5 6 8

1
74

KeteranganNo. RegisterNOP
Alamat Obyek Pajak Data 

Transaksi
ZNTNo Data

ANALISIS PENENTUAN NIR DARI DATA PEMBANDING

Nilai Indikasi

Rata-rata

(Rp)



FORMULIR 3B

Kabupaten :

Kecamatan :

Kelurahan  :

Kode  ZNT     : Nama Jalan :

Jenis Jumlah

Penggunaan Penyesuaian

1 3 4 5 6 7 10

25

8

ANALISIS PENENTUAN NIR DARI NIR ZONA LAIN

Nilai Indikasi

Rata-rata

Penyesuaian (%)

NIR (RP/M2)KODE ZNT

2

No 

Data
(Rp/M2)

9

Nilai Tanah Setelah

Penyesuaian

(Rp/M2)
Lokasi Fisik

Keterangan



FORMULIR 3A

Kabupaten :

Kecamatan :

Kelurahan  :

Kode  ZNT     : Nama Jalan :

No KODE NIR (RP/M2) Nilai Tanah Setelah Keterangan

Data ZNT Lokasi Fisik Jenis Jumlah Penyesuaian

Penggunaan Penyesuaian (Rp/M2)

1 2 3 4 5 6 7 10

(Rp/M2)

8 9

ANALISIS PENENTUAN NILAI INDIKASI RATA-RATA (NIR) DARI NIR ZONA LAIN

Nilai Indikasi

Rata-rata

Penyesuaian (%)



KELURAHAN             :

KECAMATAN            :

KABUPATEN              :

NO KODE NILAI/M2 NO KODE NILAI/M2 NO KODE NILAI/M2

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

1 #REF! #REF!

2 #REF! #REF!

NIP 

Nama jelas

Kepala Seksi Ekstensifikasi ,

Nama Jelas

NIP

NIP

Kepala Badan...

Nama Jelas

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN SUMEDANG

Mengetahui

REKAPITULASI ZONA NILAI TANAH

Petugas

Formulir 3C



KABUPATEN :

KECAMATAN :

KELURAHAN/DESA :

KODE NIR KODE NIR KODE NIR

ANALISIS PERBANDINGAN NIR BARU DENGAN NIR LAMA

ZNT BARU ZNT LAMA PERUBAHAN
ASSESMENT RATIO KETERANGANNO

Formulir 4



     KECAMATAN :

     KELURAHAN :

     BLOK :   KODE ZNT ASAL :   KODE ZNT BARU :

NO NO URUT NO NO URUT NO NO URUT NO NO

1 26 51 76 101

2 27 52 77 102

3 28 53 78 103

4 29 54 79 104

5 30 55 80 105

6 31 56 81 106

7 32 57 82 107

8 33 58 83 108

9 34 59 84 109

10 35 60 85 110

11 36 61 86 111

12 37 62 87 112

13 38 63 88 113

14 39 64 89 114

15 40 65 90 115

16 41 66 91 116

17 42 67 92 117

18 43 68 93 118

19 44 69 94 119

20 45 70 95 120

21 46 71 96 121

22 47 72 97 122

23 48 73 98 123

24 49 74 99 124

25 50 75 100 125

NIP PEMERIKSA : TANGGAL :

NAMA PEMERIKSA :

ttd

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN SUMEDANG

BUPATI SUMEDANG,

EKA SETIAWAN

NO URUT NO URUT

Formulir 5


